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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta telah dapat diselesaikan.

LKIP Tahun 2023 DPMPTSP Provinsi DKl Jakarta disusun sesuai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan
pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2023, sebagai
konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan
pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

LKIP Tahun 2023 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memuat informasi
tentang penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kebijakan program dan
kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.

Akhir kata, disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP
Tahun 2023 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta 31 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayapan Terpadu Satu Pintu

' |

Benni Aguscandra
NIP. 196908081997031004
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Govemnance, akuntabilitas merupakan salah satu
aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Terdapat 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian
Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan
dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-
2026 dan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026
serta program prioritas Pemerintah provinsi DKI Jakarta lainnya. Dari tiga puluh satu
indikator tersebut seluruhnya indikator tercapai 100 persen.

Jumiah alokasi anggaran vyang dialokasikan untuk mencapai
target tersebut sebesar Rp.708.696.194.752- dengan penyerapan sebesar
Rp. 684.371.311.958,- atau 96,57%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi
sebesar Rp.685.508.467.259,- dengan penyerapan sebesar Rp. 661.924.634.119,-
atau 96,56% dan Belanja Modal sebesar Rp.23.187.727.493,- dengan penyerapan
sebesar Rp. 22.446.677.839,- atau 96,80%. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
DPMPTSP tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023

1 | Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi 1284 186,7 1298 100 Sangat
perlumbuhan investasi Berhasil
2 | Meningkatnya Indeks tingkat 91 94,02 1033 100 Sangat
kepuasan masyarakalt | kepuasan masyarakat Berhasil
terhadap layanan terhadap pelayanan
perizinan dan non PTSP
perizinan melalui
penyenggaraaniayanan
perizinan dan non
perizinan secara online
3 | Perbaikan Iklim Score of Business 71,69 72,82 1015 7169 | Sangat
Penanaman Modal Enabling Environment Berhasil
yang Berdaya Saing
4 | Pangembangan Persentase lIzin yang 100 100 100 100 Sangat
Layanan Berbasis Diterbitkan Secara Berhasil
Digital dan Online
Aksesibilitas Perizinan
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5 | Berkembangnya Persantase
Kapasitas, Penyelesaian Rencana Berhasil
Profesionalitas, dan Aksi KSD Peningkatan
Iklim Kerja Aparatur Tata Kelola
Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Peningkatan
Profesionalitas SDM
Pemprov DKI Jakaria
6 | Menguatnya Daya Persentase 100 100 100 100 | Sangat
Saing Kota Melalui Penyelesaian Rencana Berhasil
Inovasi dan Kolaborasi | Aksi KSD Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi
Pasca Pandemi Sub
KSD Pelaksanaan
reform perizinan dan
peningkatan investasi
7 | Meningkatnya Persentase 100 100 100 100 Sangat
Kesempatan Kerja dan | Penyelesaian Rencana Berhasil
Adabtibilitas Tenaga Aksi KSD Akselerasi
Kerja Pertumbuhan Ekonomi
Pasca Pandemi Sub
KSD Pengembangan
UMEM
8 | Meratanya Persentase 100 100 100 100 | Sangat
Kesempatan Penyelesaian Rencana Berhasil
Pendidikan untuk Aksi KSD Peningkatan
Semua Disartai kualitas Pendidikan dan
Edukasi Pembelajaran | Keseshatan Sub KD
Sepanjang Hayat Peningkatan akses dan
kualitas Pendidikan di
semua jenjang satuan
pendidikan
8 | Terakselerasinya Persentase 100 100 100 100 Sangat
Transformasi Digital Penyelesaian Rencana Berhasil
dan Pengembangan Aksi KSD Peningkatan
Ekosistern Kota Cerdas | Tata kelola
Pemerintahan yang
profesional Sub KSD
Transformasi Digital
10 | Terbangunnya Persentase 100 100 a9 o9 Sangat
infrastruktur dan penyelesaian rencana Berhasil
layanan Dasar aksi KSD Peningkatan
Perkotaan yang kualitas infrastruktur
berkualitas dan layanan dasar
perkotaan Sub KSD
Penyediaan Layanan
| Sanitasi Berkelanjutan
Persentase 100 100 100 100 Sangat
Penyelesaian rencana Berhasil

aksi Peningkatan
kualitas infrastruktur
dan layanan dasar
perkotaan Sub KSD
Penyediaan
Perumahan dan
Peningkatan Kualitas

Kawasan Permukiman
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saat krisis komunikasi
| program

11 | Tercapainya Perbaikan | Persentase
Manajemen dan Penyelesaian Rencana
Arsitekiur Kinerja Aksi KSED Peningkatan
Pemerintah Tata Kelola

Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Parwujudan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP)

12 | Tercapainya Perbaikan | Persentase 100 100 100 100 Sangat
Pola Aktivitas dan Penyelesaian Rencana Berhasil
Mabilitas Melalui Aksi KSD Peningkatan
Pengembangan Kota kualitas Infrastruktur
Berorientasi Transit dan layanan dasar

perkotaan Sub KSD
Penyediaan Jalan dan
Infrastrukiur
Pelengkapnya

13 | Terlaksananya Fungsi | Persentase 100 100 100 100 Sangat
Koordinator pelaksanasn Berhasil
Pengawasan Perizinan | pengawasan perizinan

14 | Terlaksana Persentase 100 100 100 100 Sangat
peningkatan lklim Pelaksanaan Berhasil
Investasi dan Penyelenggaraan
Kemudahan Berusaha | Rapim Percepatan

Investasi dan
Penyelesaian Perizinan
Berusaha Daerah

15 | Terselesalkannya Persentase 100 100 100 100 Sangat
Informasi Rencana penyelesaian Informasi Berhasil
Kota (IRK) Rencana Kota (IRK)

16 | Terselesalkannya izin Persentase 100 100 100 100 Sangatl
Prinsip Pemanfaatan penyelesaian |zin Berhasil
Ruang (IPPR) Prinsip Pemanfaatan

Ruang (IPPR)

17 | Terwujudnya Opini Laporan () WTP | (3yWTP 100 100 | Sangat
penyelenggaraan Keuangan Berhasil
pemerintahan yang
taktis dan adaptif

18 | Meningkatnya Persentaze 100 100 100 100 | Sangat
Pemanfaatan E- Pemanfaatan E-Order Berhasil
Purchasing dalam
Pengadaan Barang
dan Jasa

18 | Termplementasinya Persentase 100 100 100 100 Sangat
rencana strategis Implementasi rencana Berhasil
komunikasi publik strategi komunikasi
untuk program- publik program
program umum dan unggulan atau program
unggulan Perangkat umurm serta respon
Daerah perangkat daerah pada
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No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi ——————
=) > i o L : 3 -!.:._"‘_':'.L_" Per ...-.![! ‘W i
20 | Terwujudnya tata Predikat SAKIP A(B2) ar 106 100
kelola pemerintahan Perangkat Daerah
yang transparan dan Tahun 2023
akuntabel Provinsi DK|
Jakarta
21 | Meningkatnya | Persentase Arsip Aktif 100 100 100 100 Sangat
Pengeloiaan Arsip dalam daftar arsip aktif Berhasil
pada Perangkat
Daerah
22 | Terwujudnya tata Persentase progress 100 100 100 100 | Sangal
kelola SDI yang baik pengumpulan data Berhasil
melalui pemenuhan sesual daftar data dan
daftar data daerah batas waktu
pengumpulan yang
ditetapkan dengan
Keputusan Gubermur
23 | Terkelolanya Perseniase 100 100 100 100 Sangat
Keuangan Daerah Inventarisasi BMD Berhasil
yang Sehat Transparan | berupa Gedung dan
dan Akuntabel Bangunan pada
Pengguna Barang
dan/atau Kuasa
Pengguna Barang
Tahun 2023 di masing-
masing PDAUKPD
24 | Peningkatan Persentase realisasi BO 82 118 100 Sangat
penggunaan produk belanja barang/jasa Berhasil
dalam negen bersertifikat
TKDN produk dalam
negeri, dan/atau prodk
usaha mikro kecil dan
koperasi dar hasil
produksi dalam negeri
25 | Terimplementasinya Persentase 100 09,41 99.41 9941 | Sangat
Pengembangan Implementasi Berhasil
Kompetensi ASN Pengembangan
Pemerintah Provinsi Kompetensi ASN
DKl Jakarta 20 Jam
Pelajaran pertahun
26 | Meningkatnya Persentase 100 100 100 100 | Sangat
Manajemen penyelesalan tahapan Berhasil
Pengetahuan manajemen
pengetahuan
27 | Implementasi Persentase 100 100 100 100 Sangat
Penerapan Manajemen | Implementasi Berhasil
Risiko Penerapan Manajemen
Risiko
28 | Tercapainya Target Persantase Nilai ™ 82,37 130 100 Sangat
Kinerja Anggaran atas | Kinerja Anggaran atas Berhasil
Aspek Implementasi aspek implemeantasi
29 | Terselesaikannya Persentase capaian 100 100 100 100 Sangat
Tindak Lanjut Arahan penyealesaian Tindak Berhasil
Gubernur Lanjut Arahan gubernur
30 | Meningkatnya Persentase capaian 100 100 100 100 Sangat
penyelesaian penyelesaian Berhasil
pengaduan masyarakat | pengaduan masyarakatl
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v [ wi o LLi
31 | Terselesaikannya Persentase progress 100
tindak lanjut penyalesaian tindak
rekomendasl temuan lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan temuan hasil
eksternal (BPK) pemeriksaan eksternal

(BPK)

Rata-Rata Capaian Kinerja

102,63%

100

Sangat
Berhasil
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BAB | PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya reformasi birokrasi dan regulasi yang mengatur tentang
kegiatan usaha telah dianggap sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang
baik dan merupakan suatu kondisi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi. Salah satau indikator perekonomian tersebut adalah
peningkatan realisasi penanaman modal yang diwujudkan melalui perbaikan
berkelanjutan iklim investasi di Provinsi DKI Jakarta. Upaya yang dilakukan
dalam perbaikan iklim investasi tersebut antara lain perbaikan regulasi
penanaman modal, pelaksanaan promosi dan perbaikan dalam proses
pelayanan perizinan melalui dengan mengurangi dan mempersingkat jumiah
maupun waktu administrasi pengurusan berbagai prosedur yang harus dilalui
oleh pelaku usaha.

Untuk mewujudkan perbaikan iklim penanaman modal di DKI Jakarta
maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) dan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah

1
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Khusus I|bukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta
Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007) serta Peraturan Gubernur Nomor 57
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MAKSUD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk
memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan
kegagalan capaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran
2023 dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil
pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.

2. TUJUAN

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan
dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 secara transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan;

b. Menjadikan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta akuntabel, sehingga dapat
berperan secara efektif, efisien, ekonomis dan responsif terhadap
aspirasi masyarakat;

c. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja DPMPTSP Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2023; dan
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d. Hasil evaluasi akan menjadi acuan perbaikan untuk meningkatkan
kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa
yang akan datang.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP
PROVINSI DKI JAKARTA

Berdasarkan PPeraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, DPMPTSP merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMTSP
mempunyai tugas pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin yang
menjadi kewenangannya serta melaksanakan perencanaan, pengembangan,
pelayanan pengaduan dan komunikasi masyarakat, pengelolaan sistem
teknologi informatika dan atas penyelenggaraan PMPTSP.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan
Anggaran Dinas PMPTSP;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dinas PMPTSP;

c. perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan
prosedur Dinas PMPTSP;

d. perumusan, pengoodinasian dan pelaksanaan kebijakan, urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
pintu;

g. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi
pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
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di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu
satu pintu;

h. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Dinas PMPTSP;

i. penyelenggaraan penanaman modal;

j. penyelenggaraan pelayanan perizinan/nonperizinan;

k. penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, nonizin dan
administrasi sesuai kewenangan,;

|.  pengelolaan arsip dokumen izin, nonizin dan administrasi sesuai
kewenangan;

m. pelayanan penyuluhan, penyelesaian pengaduan/keluhan, masyarakat
serta fasilitasi hukum atas penyelenggaraan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan
di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu
satu pintu;

0. pengawasan dan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal
dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

p. pelaksanaan kesekretariatan Dinas PMPTSP;
pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP,

r. penggordinasian pengawasan penanaman modal dan perizinan
berusaha;

Struktur organisasi dan tata kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut.
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KEPALA DINAS

WAKIL KEPALA DINAS

i
SEEBICTARIAT
DINAS
2
L1 1
SUBHAGLAN SUHBAGIAN
UMUM KELIANGAN
I T T 1 L
EDANG NG IMDANG AN “m DN
PENGEMEANGAN PELAVANAN | PELAYANAN 0 | |Penasiastan monac] | f mm"" ot
[ I T I | L
UNIT PENGELOLA
UNIT PENGELOLA UNIT PENGELOLA
JAKARTA PUSAT DATA TIAN I UNIT PENGELOLA UNIT PENGELDLA
INVESTAENT ivPoRMASE Paiprsp || | TMETSE RCOTA P e ATEN | IphipTes KECAMATAN KELIMRAHAN
L
SUIRAAGLIAN ALTTRIACHAN FUHRAGIAN | FEIRAL | S ERALHAN
TATA LIRAHA ] TATA LA TATA AN -;E—'m u.m TATA LSAIEL

SARATAN FUNERIDNAL
RSN TAPATAN FELAKRARS

Sumber : Pergub Provinsi DKI Jakarta No 57 Tahun 2022

D. SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah PNS dan CPNS DPMPTSP terhitung sampai dengan 31
Desember 2023 berjumlah 1.192 orang. Jumlah PNS tersebut masih jauh dari
kata cukup untuk jumiah pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan
perizinan dan non perizinan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan untuk
mengatasi kekurangan pegawai antara lain dengan penambahan Penyedia

5
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Jasa Lainnya Perorangan meliputi Juru Ukur ISI, Penunjang Juru Ukur,
Petugas Antar Jemput lzin Bermotor (AJIB), Petugas Informasi dan
Konsultasi (Call Center), Petugas Customer Relation, Arsitek Perizinan,
Inspektur Bangunan, Petugas Site Office Manager, Petugas Community

Manager, Pekerja Harian Lepas (PHL) dan Caraka dengan rincian sebagai
berikut:

Tabel 1.4 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non PNS Menurut
Pendidikan Di Lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

Jabatan Jumlah

Juru Ukur 123
Penunjang Juru Ukur 132
Pengolah Data 95
Petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) 561
Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center) 28
Petugas Customer Relation 300
Arsitek Perizinan 16
Inspektur Bangunan 16
Petugas Site Office Manager 1
Petugas Community Manager 1
Pekerja Harian Lepas (PHL) 454
Caraka 55
Total 1.782

Sumber:Subbag Kepegawaian DPMPTSP
Secara keseluruhan jumiah sumber daya manusia PNS dan Non PNS di
lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berjumlah 2.974 orang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN
Sesuai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :
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BAB | Pendahuluan
Disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic
Issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB Il Perencanaan dan Penetapan Kinerja
Diuraikan  ringkasan/ikhtisar  perjanjian  kinerja tahun vyang
bersangkutan.
BAB lll Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja organisasi.
B. Realisasi Anggaran
Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV Penutup
Diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Lampiran: 1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu






BAB Il PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2023-2026 di bentuk dari Visi,
Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa
yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas
pokok dan fungsi (Tupoksi), pada hakekatnya didalam Renstra merupakan
pernyataan komitmen jangka menengah mengenai upaya terencana dan
sistematis untuk meningkatkan kinerja beserta cara pencapaiannya. Hal ini
bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja
seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DPMPTSP melalui perencanaan
yang efektif dan terarah serta pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada
hasil dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna
meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan
1. VISI

Visi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta adalah
“Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta”

2. Misl
Untuk menjabarkan visi tersebut, maka misi DPMPTSP Provinsi

DKI Jakarta adalah:

1)Meningkatkan nilai investasi melalui promosi, penyempurnaan
peraturan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan
memanfaatkan sistem teknologi informasi;

2)Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui penciptaan inovasi
layanan berbasis sistem teknologi informasi;

3) Mengelola pengaduan masyarakat dengan berbasis quick response;

4)Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur DPMPTSP
sesuai kompetensi;

5)Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang
memadai dan handal.
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3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Provinsi
DKI Jakarta Periode Tahun 2023 adalah :
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Periode Tahun 2023
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

No Tujuan Sasaran T Indikator Tujuan/Sasarar
Meningkatkan Meningkatnya Realisasi investasi
investasi di Kualitas IKlim | (Triliun rupiah)
Provinsi DKI Penanaman Modal
Jakarta untuk Mendukung
Pembangunan
Kota
Terlaksananya Indeks tingkat 91
Peningkatan kepuasan
Kepuasan masyarakat terhadap
Layanan pelayanan PTSP
Masyarakat
Melalui Reformasi
Perizinan
Perbaikan iklim Score of Business 71,69
Penanaman Modal | Enabling
yang Berdaya Environment
Saing
Pengembangan Persentase lzin yang 100%
Layanan Berbasis | Diterbitkan  Secara
Digital dan Online
Aksesibilitas
Perizinan

Sumber: Renstra DPMPTSP 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Definisi operasional dari indikator dalam tujuan dan sasaran DPMPTSP

Provinsi DK Jakarta adalah:

1) Realisasi Investasi
Realisasi investasi adalah nilai penanaman modal baik penanaman
modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di
Provinsi DKl Jakarta. Metode pengukuran : Jumlah nilai penanaman
modal asing (PMA) ditambah penanaman modal dalam negeri (PMDN)
di Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan oleh BKPM.
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2) Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang
hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa
angka. Metode pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat
kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

3) Score of Business Enabling Environment
Score of Business Enabling Environment adalah perhitungan mandiri
tentang daya tarik investasi di DKI Jakarta dengan menggunakan
beberapa indikator dalam kerangka regulasi, penyediaan layanan
publik dan kombinasi keduanya sehingga akan memberikan nilai
tambah dalam konteks data yang lebih luas dan analisis iklim
penanaman modal. Metode pengukuran hasil survey kepada
stakeholder terkait, yang dihitung dengan menggunakan beberapa
indikator antara lain: kemudahan akses perizinan, lama waktu
perizinan, kemudahan akses informasi investasi, kemudahan
perpajakan, dukungan infrastruktur. Hasil diwujudkan dalam skala:
Kurang Menarik : < 51,0 Cukup Menarik: 51,1- 61,0 Menarik: 61,1-
80,0 Sangat Menarik: = 80,1.

4) Persentase Izin Yang Diterbitkan Secara Online
Persentase lzin yang diterbitkan secara online adalah jumlah jenis
layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan
secara online dibandingkan dengan seluruh jumiah jenis layanan
perizinan dan non perizinan. Metode pengukuran; (Jumlah izin yang
terbit secara online/jumlah seluruh izin yang terbit )* 100%.

4. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan
kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
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suatu kegiatan. Indikator kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta perlu
ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DPMPTSP Provinsi DKI
Jakarta ditampilkan berikut ini :

Tabel 2.2 Matriks Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan
Renstra 2023-2026 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

Target Capaian Setiap Tahun
No Indikator . .
Tahun Tahun il Tahun
2023 ‘o024 | Tawm 202504 -onoe
1. | Realisasi Rp114T | Rp120T Rp126 T Rp132T
Investasi
2. | Score of 71,69 73,84 76,05 80,01 80,01
Enabling
Environment
3. | Indeks 90,09 91 91 91 91
Kepuasan
Layanan
Terpadu Satu
Pintu
4 Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
Izin yang
Diterbitkan
Secara Online

Sumber: Renstra Tahun 2023-2026

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi DKl Jakarta disusun
berdasarkan target kinerja tahun kedua dari RPJMD Provinsi DKI
Jakarta,yang diselaraskan dengan Renstra DPMPTSP Provinsi DKl Jakarta
yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas

fungsi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

11




Loporon Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pravinsi DK! Jakarta

Dalam penetapan kinerja tersebut Kepala DPMPTSP dan Wakil Kepala
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berjanji akan mewujudkan target kinerja
berupa :

Tabel 2.3 Matriks Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta Target
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja  |—12nun 2023
1 | Meningkatkan Investasi di Realisasi Nilai Investasi 128.4 | Triliun
Provinsi DKI Jakarta

2 | Terlaksananya peningkatan | Indeks tingkat kepuasan 91 Indeks
kepuasan layanan masyarakat terhadap
masyarakat melalui pelayanan PTSP
Reformasi Perizinan

3 | Perbaikan iklim penanaman | Score of Business 71,69 | Nilai

modal yang berdaya saing | Enabling Environment

4 | Pengembangan Layanan Persentase Izin yang 100 | Persentase
Berbasis Digital dan diterbitkan secara online
Aksesibilitas Perizinan

5 | Berkembangnya Kapasitas, | Persentase 100 | Persentase
Profesionalitas, dan Iklim Penyelesaian Rencana
Kerja Aparatur Aksi KSD Peningkatan
Tata Kelola

Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Peningkatan
Profesionalitas SDM
Pemprov DKI Jakarta

6 | Menguatnya Daya Saing Persentase 100 | Persentase
Kota Melalui Inovasi dan Penyelesaian Rencana
Kolaborasi Aksi KSD Akselerasi

Pertumbuhan Ekonomi
Pasca Pandemi Sub
KSD Pelaksanaan
reform perizinan dan
peningkatan investasi
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7 | Meningkatnya Kesempatan | Persentase | F’élﬁéﬁtﬂﬁ&
Kerja dan Adaptibilitas Penyelesaian rencana
Tenaga Kerja aksi KSD Akselerasi

Pertumbuhan Ekonomi
Pasca Pandemi Sub
KSD Pengembangan

UMKM
8 | Meratanya Kesempatan Persentase 100 | Persentase
Pendidikan untuk Semua Penyelesaian Rencana
Disertai Edukasi Aksi KSD Peningkatan
Pembelajaran Sepanjang kualitas Pendidikan dan
Hayat Kesehatan Sub KSD
Peningkatan akses dan

kualitas Pendidikan di
semua jenjang satuan

pendidikan
9 | Terakselerasinya Persentase 100 | Persentase
Transformasi Digital dan Penyelesaian Rencana
Pengembangan Ekosistem | Aksi KSD Peningkatan
Kota Cerdas Tata kelola

Pemerintahan yang
profesional Sub KSD
Transformasi Digital
10 | Terbangunnya infrastruktur | Persentase penyelesaian | 100 | Persentase
dan layanan Dasar rencana aksi KSD
Perkotaan yang berkualitas | Peningkatan kualitas
infrastruktur dan layanan
dasar perkotaan Sub
KSD Penyediaan
Layanan Sanitasi
Berkelanjutan
Persentase 100 | Persentase
Penyelesaian rencana
aksi Peningkatan
kualitas infrastruktur dan
layanan dasar perkotaan
Sub KSD Penyediaan
Perumahan dan
Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman
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11 | Tercapainya Perbaikan Persentase penyelesaian | 100 | Persentase
Manajemen dan Arsitektur | rencana aksi KSD
Kinerja Pemerintah Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan yang
professional sub KSD
Perwujudan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)

12 | Tercapainya Perbaikan Pola | Persentase 100 | Persentase
Aktivitas dan Mobilitas Penyelesaian Rencana
Melalui Pengembangan Aksi KSD Peningkatan
Kota Berorientasi Transit kualitas Infrastruktur dan

layanan dasar perkotaan
Sub KSD Penyediaan
Jalan dan Infrastruktur
Pelengkapnya

13 | Terlaksananya Fungsi Persentase pelaksanaan | 100 | Persentase
Koordinator Pengawasan pengawasan perizinan
Perizinan

14 | Terlaksana peningkatan Persentase Pelaksanaan | 100 | Persentase
Iklim Investasi dan Penyelenggaraan Rapim
Kemudahan Berusaha Percepatan Investasi

dan Penyelesaian
Perizinan Berusaha
Daerah

15 | Terselesaikannya Informasi | Persentase penyelesaian | 100 | Persentase

Rencana Kota (IRK) Informasi Rencana Kota
(IRK)

16 | Terselesaikannya izin Persentase penyelesaian | 100 | Persentase
Prinsip Pemanfaatan Ruang | Izin Prinsip Pemanfaatan
(IPPR) Ruang (IPPR)

17 | Terwujudnya Opini Laporan Keuangan (3) | Predikat
penyelenggaraan WTP
pemerintahan yang taktis
dan adaptif

18 | Meningkatnya Pemanfaatan | Persentase 100 | Persentase
E-Purchasing dalam Pemanfaatan E-Order
Pengadaan Barang dan
Jasa

19 | Terimplementasinya Persentase 100 | Persentase
rencana strategis Implementasi rencana
komunikasi publik untuk strategi komunikasi
program-program umum publik program unggulan
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No.|  Sasaran Strategis Indikator Kineria = T uan
dan unggulan Perangkat atau program umum
Daerah serta respon perangkat
daerah pada saat krisis
komunikasi program
20 | Terwujudnya tata kelola Predikat SAKIP 82 | Predikat
pemerintahan yang Perangkat Daerah Tahun
transparan dan akuntabel 2023
Provinsi DKI| Jakarta
21 | Meningkatnya Pengelolaan | Persentase Arsip Aktif 100 | Persentase
Arsip pada Perangkat dalam daftar arsip aktif
Daerah
22 | Terwujudnya tata kelola SD| | Persentase progress 100 | Persentase
yang baik melalui pengumpulan data
pemenuhan daftar data sesuai daftar data dan
daerah batas waktu
pengumpulan yang
ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur
23 | Terkelolanya Keuangan Persentase Inventarisasi 100 | Persentase
Daerah yang Sehat BMD berupa Gedung
Transparan dan Akuntabel | dan Bangunan pada
Pengguna Barang
dan/atau Kuasa
Pengguna Barang Tahun
2023 di masing-masing
FPD/UKPD
24 | Peningkatan penggunaan Persentase realisasi 80 Persentase
produk dalam negeri belanja barang/jasa
bersertifikat
TKDN ,produk dalam
negeri, dan/atau prodk
usaha mikro kecil dan
koperasi dari hasil
produksi dalam negeri
25 | Terimplementasinya Persentase 100 | Persentase
Pengembangan Kompetensi | Implementasi
ASN Pemerintah Provinsi Pengembangan
DKI Jakarta 20 Jam Kompetensi ASN
Pelajaran pertahun Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta 20 Jam
Pelajaran pertahun
26 | Meningkatnya Manajemen | Persentase penyelesaian | 100 | Persentase
Pengetahuan tahapan manajemen
pengetahuan
27 | Implementasi Penerapan Persentase 100 | Persentase
Manajemen Risiko Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko
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28 | Tercapainya Target Kinerja | Persentase Nilai Kinerja | 1III:-D' | Péféeritase
Anggaran atas Aspek Anggaran atas aspek
Implementasi implementasi

29 | Terselesaikannya Tindak Persentase capaian 100 | Persentase

Lanjut Arahan Gubernur penyelesaian Tindak
Lanjut Arahan gubernur

30 | Meningkatnya penyelesaian | Persentase capaian 100 | Persentase
pengaduan masyarakat penyelesaian pengaduan
masyarakat
31 | Terselesaikannya tindak Persentase progress 100 | Predikat

lanjut rekomendasi temuan | penyelesaian tindak
hasil pemeriksaan eksternal | lanjut rekomendasi
(BPK) temuan hasil
pemeriksaan eksternal
(BPK)

Sumber : Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan target tersebut DPMPTSP mengalokasikan

anggaran sebesar;

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No. Pr e

1 | Promosi Penanaman Modal | Rp 7.941.480.966

2 | Pengembangan lklim Rp 1.045.820.808 | APBD
Penanaman Modal

3 | Pengendalian Penanaman Rp 1.790.091.870 | APBD
Modal

4 | Pelayanan Penanaman Rp 150.443.206.384 | APBD
Modal

5 | Pengelolaan Data dan Rp 13.923.482.113 | APBD
Sistem Informasi Penanaman
Modal

6 | Penunjang Urusan Rp 533.552.112.521 | APBD
Pemerintahan Daerah
Provinsi

TOTAL Rp 708.696.194.752 | APBD

Sumber : DPA DPMPTSP 2023 (diolah)
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban
keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran  kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 238/1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala
pengukuran ordinal sebagai berikut :

85s/d 100 Sangat Berhasil
70s/d <85 Berhasil

55s/d<70 : Cukup Berhasil
0 s/d=< 55 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator
kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka
capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil
prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0%
termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan
capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :
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1. TARGET DAN REALISASI KINERJA

Sampai dengan Tahun 2023, realisasi kinerja DPMPTSP Provinsi
DKl Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi 1284 1667 Sangat
pertumbuhan investasi Berhasil |
Meningkatnya Indeks tingkat 91 94,02 Sangat
kepuasan masyarakat | kepuasan masyarakat Berhasil
terhadap layanan terhadap pelayanan
perizinan dan nan PTSP
perizinan melfalul
penyenggaraanlayanan
perizinan dan non
perizinan secara online
Perbaikan Iklim Score of Business 71,68 72,82 1015 71,62 | Sangat
Penanaman Modal Enabling Environment Berhasil
yang Berdaya Saing
Pengembangan Persentase |zin yang 100 100 100 100 Sangat
Layanan Berbasis Diterbitkan Secara Berhasil
Digital dan Online
Aksesibilitas Perizinan
Berkembangnysa Persentase 100 100 100 100 Sangat
Kapasitas, Penyelesaian Rencana Berhasil
Profesionalitas, dan Aksi KSD Peningkatan
Iklim Kerja Aparatur Tata Kelola

Pemerintahan yang

Profesional Sub KSD

Peningkatan

Profesionalitas SDM

Femprov DKl Jakarta
Menguatnya Daya Persentase 100 100 100 100 Sangat
Saing Kota Melalui Penyelesaian Rencana Berhasil
Inovasi dan Kolaborasi | Aksi KSD Akselerasi

Pertumbuhan Ekonomi

Pasca Pandemi Sub

KSD Pelaksanaan

reform perizinan dan

peningkatan investasi
Meningkatnya Persentase 100 100 100 100 Sangat
Kesempatan Kerja dan | Penyelesaian Rencana Berhasil
Adabtibilitas Tenaga Aksi KSD Akselerasi
Kerja Pertumbuhan Ekonomi

Pasca Pandemi Sub

KSD Pengembangan

UMEKEM
Meratanya Persentase 100 100 100 100 Sangat
Kesempatan Penyelesaian Rencana Berhasil
Pendidikan untuk Aksi KSD Peningkatan
Semua Disertai kualitas Pendidikan dan
Edukasi Pembelajaran | Kesehatan Sub KSD
Sepanjang Hayat Peningkatan akses dan

kualitas Pendidikan di

semua jenjang satuan

pendidikan
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No | Sasaran Strategis |  Indikator Kinerja :{ Target lis —
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8 | Terakselerasinya Persentase 100 100 100
Transformasi Digital Penyelesalan Rencana
dan Pengembangan Aksi KSD Peningkatan
Ekosistem Kota Cerdas | Tata kelola

Pemerintahan yang
profesional Sub KSD
Transformasi Digital

10 | Terbangunnysa Persentase 100 100 99 g4 Sangat
infrastruktur dan penyelesaian rencana Berhasil
layanan Dasar aksi KSD Peningkatan
Perkotaan yang kualitas infrastruktur
berkualitas dan layanan dasar

perkotaan Sub KSD

Penyediaan Layanan

Sanitasi Berkelanjulan

Persentase 100 100 100 100 Sangat
Penyelesaian rencana Berhasil
aksi Peningkatan

kualitas infrastrukiur

dan layanan dasar

perkotagn Sub KSD

Penyediaan

Perumahan dan

Peningkatan Kualitas

Kawasan Permukiman

11 | Tercapainya Perbaikan | Persentase 100 100 100 100 Sangat
Manajemen dan Penyelasaian Rencana Berhasil
Arsitekiur Kinerja Aksi KSD Peningkatan
Pemerintah Tata Kelola

Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Perwujudan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP)

12 | Tercapainya Perbaikan | Persentase 100 100 100 100 Sangat
Pola Akiivitas dan Penyelesaian Rencana Berhasil
Mobilitas Malalui Aksi KSD Peningkatan
Pengembangan Kota kualitas Infrastruktur
Berorientasi Transit dan layanan dasar

perkotaan Sub KSD
Penyediaan Jalan dan
Infrastrukiur
Pelengkapnya

13 | Terlaksananya Fungsi | Perseniase 100 100 100 100 | Sangat
Koordinator pelaksanaan Berhasil
Pengawasan Perizinan | pengawasan perizinan

14 | Teraksana Persentase 100 100 100 100 Sangat
peningkatan |klim Pelaksanaan Berhasil
Investasi dan Penyelenggaraan
Kemudahan Berusaha | Rapim Percepatan

Investasi dan
Penyelesaian Perizinan
Berusaha Daerah

18 | Terselesaikannya Persentase 100 100 100 100 Sangat
Informasi Rencana penyelesaian Informasi Berhasil
Kota (IRK) Rencana Kota (IRK})
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DKl Jakarta 20 Jam
Pelajaran perahun

No | Sasaran Strategis

16 | Terselesaikannya izin Persentase
Prinsip Pemanfaatan penyelesaian lzin
Ruang (IPPR) Prinsip Pamanfaatan

Ruang (IPPR)

17 | Terwujudnya | Opini Laporan (3) WTP | (3} WTP 100 100 Sangat
penyelenggaraan | Keuangan Berhasil
pemerintahan yang
takiis dan adaptif

18 | Meningkatnya Persentase 100 100 100 100 Sangat
Pemanfaalan E- Pemanfaatan E-Order Berhasil
Purchasing dalam
Pengadaan Barang
dan Jasa

18 | Terimplementasinya Persantase 100 100 100 100 Sangat
rencana strategis Implementasi rencana Berhasil
komunikasi publik strategi komunikasi
untuk programs- publik program
program umum dan unggulan atau program
unggulan Perangkat umum serta respon
Daerah perangkat daerah pada

saat krisis komunikasi
program

20 | Terwujudnya tata Predikat SAKIP A(B2) 87 106 100 Sangat
kelola pemerintahan Perangkat Daerah Berhasil
yang transparan dan Tahun 2023
akuntabel Provinsi DK|
Jakarta

21 | Meningkatnya Persentase Arsip Aktif 100 100 100 100 | Sangat
Pengelolaan Arsip dalam daftar arsip aktif Berhasil
pada Perangkat
Daerah

22 | Terwujudnya tata Persaniase progress 100 100 100 100 Sangat
kelola SDI yang baik pengumpulan data Berhasil
melalui pemenuhan sesuai daftar data dan
daftar data daerah batas wakiu

pengumpulan yang
ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur

23 | Terkelolanya Persentase 100 100 100 100 Sangat
Keuangan Daerah Inventarisasi BMD Berhasil
yang Sehat Transparan | berupa Gedung dan
dan Akuntabel Bangunan pada

Pengguna Barang
danfatau Kuasa
Pengguna Barang
Tahun 2023 di masing-
masing FD/UKFD

24 | Peningkatan Persentase realisas 80 92 115 100 Sangat
penggunaan produk belanja barang/fjasa Berhasil
dalam negeri bersertifikat

TKDN,produk dalam
negeri, dan/atau prodk
usaha mikro kecil dan
koperasi dari hasil
praduksi dalam negeri

25 | Terimplementasinya Persentase 100 99,41 99.41 89.41 | Sangat
Pengembangan Implementasi Berhasil
Kompetensi ASN Pengembangan
Pemerintah Provinsi Kompetensi ASN
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No | SasaranStrategis | IndikatorKinerja | Target
26 | Meningkatnya Persentase 100 100
Manajemen penyelesalan tahapan
Pengetshuan manajemen
pengetahuan
27 | Implementasi Persentase 100 100 100 100 | Sangal
Penerapan Manajemen | Implementasi Berhasil
Risiko Penerapan Manajemen
Risiko
28 | Tercapainya Target Persentase Nilal ™ 82,37 130 100 Sangat
Kinerja Anggaran atas Kinerja Anggaran atas Berhasil
Aspek Implementasi aspek implementasi
29 | Terselesaikannya Persentase capaian 100 100 100 100 Sangat
Tindak Lanjut Arahan penyelesaian Tindak Berhasil
Gubemur Lanjut Arahan gubernur
30 | Meningkatnya Persentase capaian 100 100 100 100 Sangat
penyelesaian penyelesaian Berhasil
pengaduan masyarakat | pengaduan masyarakat
31 | Terselesaikannya Persentase progress 100 100 100 100 Sangat
tindak lanjut penyeiesaian tindak Berhasil
rekomendasi temuan lanjut rekomendasi
hasil pemerksaan temuan hasil
eksternal (BPK) pemeriksaan eksternal
(BPK)
Rata-Rata Capaian Kinerja | 102,63% 100 Sangat
Berhasil
Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja

DPMPTSP bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal kedua target
indikator kinerja memperoleh capaian berhasil dengan rata-rata nilai capaian
kinerja DPMPTSP sebesar 102,63% dapat dikategorikan sangat berhasil.

a. Nilai Realisasi Investasi

Target realisasi nilai penanaman modal Tahun 2023 adalah sebesar

Rp128,4 triliun dengan realisasi penanaman modal sebesar Rp166,7

triliun telah mencapai target yang ditetapkan (129,8%) dan masuk dalam
kategori sangat berhasil.
Perbandingan realisasi penanaman modal Januari — Desember Tahun
2022 dan Tahun 2023
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PERBANDINGAN REALISAS! INVESTASI
JANUARI - DESEMBER
TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023
180,0
160,0
_. lao,0
S 1200
= 1000
= BoD
o B00
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20,0
0,0
Tahun 2022 Tahun 2023
mPMA 53,7 115
»PMDN 89,2 95,2
Total 1430 166,7

Realisasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta periode Januari —
Desember 2023 sebesar Rp166,7 triliun atau meningkat sebesar 16,6%
dari Tahun 2022 (Rp143,0 triliun) pada periode yang sama. Pada diagram
diatas, nilai PMA periode Januari — Desember 2023 sebesar Rp71,5 triliun
atau meningkat sebesar 33,1% dari tahun 2022 (Rp53,7 ftriliun)
sedangkan PMDN periode Januari — Desember 2023 sebesar Rp95,2
triliun atau meningkat sebesar 6,7% dari tahun 2022 (Rp89,2 triliun) pada
periode yang sama.

Realisasi terbesar PMA dan PMDN tahun 2023 didominasi oleh PT.
Telekomunikasi Selullar sebagai pelaku usaha PMA dengan nilai sebesar
Rp25,6 triliun dan PT. Mass Rapid Transit Jakarta Persoda sebagai
pelaku usaha PMDN sebesar Rp5,2 triliun.

Tiga sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada realisasi penanaman
modal pada periode Januari —Desember 2023 adalah Transportasi,
Gudang dan Telekomunikasi dengan nilai Rp60,0 ftriliun (36%), Jasa
Lainnya Rp 28,8 triliun (17%), dan Perumahan, Kawasan Industri, dan
Perkantoran Rp21,9 triliun (13%).

Ketiga sektor ini memiliki kontribusi Rp110,8 triliun atau sebesar 66% dari
total Penanaman modal DKI Jakarta pada periode Januari — Desember
2023.
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PMA PMDN
PER SEKTOR JANUARI-DESEMBER 2023 PER SEKTOR JANUARI-DESEMBER 2023

Pada diagram diatas tiga sektor PMDN yang memiliki kontribusi terbesar

yaitu:

i.

Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi dengan nilai
realisasi penanaman modal sebesar Rp24.9 triliun (26,2%). Pelaku
usaha yang memiliki kontribusi terbesar pada sektor ini adalah PT.
Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda (Rp5,2 triliun) dengan
akumulasi kode KBLI (52295) angkutan multimoda dan KBLI (52212)
aktivitas stasiun kereta api;

Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran yang memiliki
nilai realisasi penanaman modal dengan jumlah Rp16,6 triliun
(17,5%). Pelaku usaha sebagai penyumbang terbesar pada sektor ini
adalah PT. Kencana Graha Optima (Rp1.4 triliun) dengan kode
(68111) real estat yang dimiliki sendiri atau disewa

Sektor Jasa Lainnya yang mencatatkan nilai realisasi penanaman
modal sebesar Rp15,5 triliun (16,3%). Pelaku usaha yang memiliki
nilai realisasi tertinggi di peringkat teratas yaitu PT. Datacenter
Indonesia Sukses Perkasa (Rp0,8 triliun) dengan akumulasi kode
KBLI (62090) Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer
Lainnya dan KBLI (63112) Aktivitas Hosting dan Ybdi;

Sedangkan tiga sektor PMA yang memiliki konstribusi terbesar yaitu:

L

Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi yang
menyumbangkan nilai realisasi penanaman modal sebanyak Rp35,1
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triliun (49,0%). Realisasi penanaman modal terbesar pada sektor ini
didominasi oleh PT. Telekomunikasi Selular (Rp25,6 ftriliun) dengan
kode KBLI| (61200) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel dan KBLI
pendukung lainnya;

Sektor Jasa Lainnya dengan nilai realisasi penanaman modal
sebanyak Rp13,3 triliun (18,6%). Pelaku usaha yang memiliki nilai
realisasi tertinggi pada sektor ini antara lain PT. Swadaya Harapan
Nusantara (Rp0,7 triliun) dengan kode KBLI (77391) Aktivitas
Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan
Peralatan Industri Pengolahan dan (77393) Aktivitas Penyewaan dan
Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi
Dan Teknik Sipil;

Sektor Perdagangan dan Reparasi yang mencatatkan nilai realisasi
penanaman modal sebesar Rp7,2 friliun (10,1%). Pelaku usaha
dengan jumiah tertinggi dalam realisasi penanaman modal di sektor
ini adalah PT. Traktor Nusantara (Rp0,3 triliun) dengan kode KBLI
(46591) perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan,
suku cadang dan perlengkapannya.

Sebaran realisasi penanaman modal Januari — Desember Tahun 2023
berdasarkan wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta.

PMA PMDN
PER KOTA JANUARI-DESEMBER 2023 PER KOTA JANUARI-DESEMBER 2023
Eab. Kepulsuan Sariba
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Berikut ditampilkan perbandingkan penanaman

berdasarkan kategori penanaman modal di setiap wilayah kota dan

kabupaten:
Realiasasi Investasi Kumulatif
Wilayah Kota/ Januari — Desember 2023 Tui;:l::::ui
Kabupaten (Rp Juta) (Rp Juta)
PMA PMDN

Kota Jakarta Pusat 7.278.305 25.310.169 32.588.474
Kota Jakarta
Selatan 47.366.633 34.617.992 81.984.625
Kota Jakarta Barat 3.0565.729 11.795.517 14.851.246
Kota Jakarta Utara 7.293.361 14.664.999 21.958.360
Kota Jakarta Timur 6.490.265 8.769.783 15.260.048
Kab. Kepulauan
Seribu 43.630 43.630
Grand Total 71.484,292 95.202.091 166.686.383

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, untuk realisasi PMDN dan PMA terbesar
adalah Jakarta Selatan dengan nilai realisasi PMDN sebesar Rp34,6 triliun dan
PMA sebesar Rp47.4 triliun.

Target dan capaian realisasi penanaman modal berdasarkan wilayah kota dan
kabupaten di DKI Jakarta periode Januari — Desember 2023:

Realisasi Target Investasi
Wilayah Kota/ Investasi Januari Januari - Capaian (%)
Kabupaten — Desember 2023 Desember 2023

(Rp Juta) (Rp Juta)
Kota Jakarta Pusat 32.588.474 32.100.000 102%
Kota Jakarta
Selatan 81.984.625 56.496.000 145%
Kota Jakarta Barat 14.851.246 10.272.000 145%
Kota Jakarta Utara 21.958.360 10.914.000 201%
Kota Jakarta Timur 15.260.048 18.605.160 82%
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Realisasi Target Investasi
Wilayah Kota/ Investasi Januari Januari - Capaian (%)
Kabupaten — Desember 2023 Desember 2023
(Rp Juta) (Rp Juta)
Kab. Kepulauan
Seribu 43.630 12.840 340%
Grand Total 166.686.383 128.400.000 130%

Dari tabel diatas nilai realisasi penanaman modal terbesar pada periode
Januari — Desember 2023 berada pada wilayah Kota Jakarta Selatan
yaitu sebesar Rp82.0 ftriliun atau mencapai 145% dari target yang
ditetapkan pada periode ini.

b. Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat

Indeks tingkat kepuasan masyarakat dihitung dengan menggunakan
metode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Pelaksanaan SKM dilaksanakan di bawah koordinasi
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

TAHAPAN
PELAKSANAAN
SURVEI

LA W T
infesmatias dan
Ermiatik

Responden Survey adalah masyarakat/pemohon yang telah memperoleh
output perizinan dan non perizinan pada sistem
https://jakevo.jakarta.go.id. Pelaksanaan SKM  dilaksanakan setiap
triwulan dengan metode secara online sepenuhnya. Untuk Triwulan IV
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tahun 2023 jumlah responden DPMPTSP adalah 19.851 (menggunakan
seluruh responden dari tanggal 28 Juli - 16 November 2023).

93.75 94.14

TW12023 TwW22023 TW32023 TW4 2023

Diagram: Nilai SKM per triwulan

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 dihitung
dengan menggunakan metodekonsolidasi periode take /ast know yakni
capaian target menggunakan nilai pada ahkir periode. Nilai pada periode
terahkir sebesar 94,02 dari target sebesar 91 atau tercapai sebesar
103,3% dan masuk dalam kategori sangat berhasil.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat
kenaikan sebesar 0,8% yakni dari 93,2 pada tahun 2022 menjadi 94,02
pada tahun 2023.

¢. Score of Business Enabling Environment
Score of Business Enabling Environment adalah perhitungan mandiri
tentang daya tarik investasi di DKI Jakarta dengan menggunakan
beberapa indikator dalam kerangka regulasi, penyediaan layanan publik
dan kombinasi keduanya sehingga akan memberikan nilai tambah dalam
konteks data yang lebih luas dan analisis iklim penanaman modal. Nilai

27




Loporan Kinerjo Instonsi Pemerintah Tahun 2023
Dinas Penanaman Meodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jokarta

EoDB (Ease of Doing Business) dengan Rata-rata peningkatan 3%
pertahun.

Score of Business Enabling Environment menggunakan metode
pengukuran survey kepada stakeholder terkait, yang dihitung dengan
menggunakan beberapa indikator antara lain: kemudahan akses
perizinan, lama waktu perizinan, kemudahan akses informasi investasi,
kemudahan perpajakan, dukungan infrastruktur dimana hasil diwujudkan
dalam bentuk skala. Sumber data yang digunakan dalam Score of
Business Enabling Environment berasalkan dari Kementerian
Investasi/DPMPTSP/World Bank.

Populasi dalam perhitungan adalah para investor yang memiliki minat
atau telah melakukan investasi di Provinsi DKI Jakarta. Populasi ini dapat
mencakup investor domestik dan internasional dari berbagai sektor
ekonomi seperti perbankan, teknologi, manufaktur, dan sektor lainnya
yang terlibat dalam penanaman modal di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil kajian diperoleh indeks persepsi investor terhadap
business entry sebesar 73.20 dan untuk business location sebesar 72.44
sehingga indeks untuk persepsi Investor tentang Kemudahan Penanaman
Modal di DKI Jakarta sebesar 72.82 atau tercapaian sebesar 101,6% dari
target sebesar 71,69.

d. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online
Adapun capaian dari target persentase layanan perizinan dan non
perizinan secara online tahun 2023 adalah 100%. Nilai 100 persen
tersebut tergambar dari pengembangan sistim online yang dilakukan oleh
DPMPTSP dalam rangka mendukung layanan perizinan dan non
perizinan secara online melalui sistem teknologi informasi Jakarta
Evolution (Jakevo) yang dapat diakses melalui jakevo.jakarta.go.id.
Website ini digunakan untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan baik
kewenangan kelurahan maupun provinsi (dinas) serta pengembangan
sistem pendukung pengawasan perizinan berusaha vyang telah
disesuaikan dengan Perpu 2/2022, PP 5/2021, PP 6/2021, Pergub
47/2017, dan Inkadis e-0006/2022. Jakevo memiliki dashboard untuk
OPD Teknis untuk monitoring perizinan dan non-perizinan yang
diterbitkan melalui Jakevo. Selanjutnya terkait pengawasan, perihal
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perizinan dan non-perizinan yang diproses oleh Online Single Submission
(OSS) Risk Based Approach (RBA) saat ini sudah dapat di-monitor
melalui sub sistem monitoring dan evaluasi ETA (Estimated Time of

Arrival) di Jakevo Pengawasan.

TR - [ pres——— wa AWEI

g Fripann Cali mkorn L -g Pt U 1 D T L

Selain itu DPMPTSP telah mengembangkan website Mal Pelayanan
Publik (MPP) Virtual yang dapat diakses melalui pelayanan.jakarta.go.id.

Website ini memungkinkan masyarakat, pelaku usaha, badan hukum dan
organisasi mengakses seluruh layanan baik itu pemberian informasi,
konsultasi dan asistensi terkait penanaman modal, perizinan dan non-
perizinan, serta layanan lainnya pada Mal Pelayanan Publik (MPP) secara
vitual yang sebelumnya bisa diakses secara langsung, saat ini telah
dilakukan layanan konsultasi online pilot project UP PMPTSP Kecamatan

Cengkareng, Cilincing dan Kemayoran.

Dan untuk mendukung kemudahan pelayanan layanan DPMPTSP juga

mengembangkan sistim pendukung yang memiliki beberapa fungsi antara

lain:

1. Antrian online untuk kebutuhan pelayanan tatap muka seperti
konsultasi. Antrian online digunakan pada UP PMPTSP tingkat
Kota/Kabupaten Administrasi dan DPMPTSP.

2. AitiHelpdesk digunakan untuk komunikasi antara petugas Pusdatin
dan petugas wilayah terkait kendala pada layanan yang Pusdatin
berikan.
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3. E-Library, fitur ini digunakan untuk menginformasikan kepada seuruh
petugas di DPMPTSP terkait dokumen perizinan, diantaranya
persyaratan, formulir, BAPL/BAPT, SOP manual maupun online.

4, Helpdesk merupakan fitur untuk permohonan bantuan petugas terkait
regulasi.

5. SIKOPI, fitur ini dapat digunakan oleh seluruh petugas DPMPTSP
untuk menampung inovasi/ ide dari petugas.

6. Website Jakarta Investment Centre yang dapat diakses melalui
invest.jakarta.go.id sebagai portal informasi, fasilitasi, asistensi, dan
kerjasama terkait penanaman modal bagi para investor dan calon
investor, selain itu juga terdapat Portal Investasi Berbasis Spasial
berbasis geospasial dengan peta tematik, informasi persil, informasi
kawasan, dan data usaha mikro dan kecil.

e. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan
Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta
Dengan diselesaikannya laporan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan,
Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022 dan
selesainya tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan LHP yang terbit pada
periode 2019 sampai dengan 2023 maka capaian realisasi persentase
penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
yang profesional tercapai sebesar 100%.

f. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Akselerasi Pertumbuhan
Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pelaksanaan Reform Perizinan
dan Peningkatan Investasi
Realisasi persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pelaksanaan Reform
Perizinan dan Peningkatan Investasi tercapai 100 % dengan kriteria
keberhasilan :

1. Terlaksananya SKM setiap Triwulan

2. Penggunaan Jakevo oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk persetujuan
teknis lingkungan hidup, wurah/camat untuk penerbitan surat
keterangan PM 1, BPAD untuk rekomendasi HGB di atas HPL dan ex-

a0




Laporan Kinerfo Instansi Pemerintah Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Desa/Kota Praja serta pengembangan dan implementasi Penggunaan
Dashboard Monitoring Pelayanan oleh OPD lain
3. Pengembangan Sistem Pendukung Daerah sesuai amanat UU Cipta

Kerja yang lebih lanjut dijabarkan melalui pelaksanaan Koordinasi

dengan BKPM terkait pengembangan Sistem Pendukung Daerah

sesuai amanat UU Cipta Kerja, pengembangan sistem "Helpdesk

Bersama" melalui MPP Virtual (sistem Helpdesk untuk memfasilitasi

koordinasi antara DPMPTSP dan BKPM), Pengembangan aplikasi

pengawasan dan monitoring Estimated Time of Arrival (ETA) Online

Single Submission (OSS) - monitoring terhadap performa izin/ ETA

Dinas Teknis, pengawasan terkait kepatuhan LKPM dan pemenuhan

komitmen teknis serta monitoring Zero Delta Q policy, aporan Evaluasi

Pengembangan Sistem Pendukung sesuai amanat UU Cipta Kerja

4. Tersusunnya strategi investasi untuk pengembangan kawasan di
antaranya pada:

a. Kawasan Blok M sebagai Kawasan |bukota Asean yang
terintegrasi dengan Kawasan Senayan sebagai kawasan olahraga
bertaraf internasional dan Kawasan SCBD - Gatot Subroto
sebagai Kawasan Jasa dan Perkantoran bertaraf internasional;

b. Kawasan Halim sebagai Kawasan Gerbang Jakarta dengan
dibangunnya Stasiun KCIC (Kereta Cepat Jakarta Bandung) yang
terintegrasi dengan LRT dan Bandar Udara yang merupakan
Pintu Gerbang Kota Jakarta dari sisi Timur,;

c. Kawasan Pesisir Utara sebagai waterfront city yang didukung
dengan pembangunan tanggul laut;

d. Pemanfaatan "Gosong Laut" Kepulauan Seribu sebagai kawasan
pariwisata laut;

e. Pengembangan kawasan TOD yang compact terintegrasi dengan
sistemn transportasi masal

5. Tersajinya informasi potensi dan pengembangan kawasan untuk
investasi dalam dokumen Informasi Penanaman Modal Terpadu

(IPMT).
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6. Tertindaklanjutinya penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku
usaha.

7. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) dari 50% pada tahun 2022 menjadi 60%
pada tahun 2023 vyang dilaksanakan melalui pelaksanaan
pengawasan hingga tingkat kelurahan serta pelaksanaan Sosialisasi
dan pembinaan tentang tata cara pelaporan LKPM melalui OSS-RBA.

8. Terlaksananya14 fasilitasi potensi kerjasama investasi, dimana saat ini
terdapat 4 (empat) potensi kerjasama yang telah sampai pada tahap
perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) dan 10 (sepuluh)
potensi kerja sama lainnya masih dalam tahap korespondensi
penawaran serta fasilitasi BtoB dengan pemilik proyek potensial.

Foto: Fasilitasi Daewoo E&C (PT Daewoo Rekayasa Konstruksi (Atas),
Fasilitasi RE Sustainability International (Singapore) Pte Ltd (Bawah)

g. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan
UMKM
Target dalam KSD ini tercapai sebesar 100 persen dengan rincian
sebagai berikut :
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1. Pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Anggota
Jakpreneur dan Anggota Non Jakpreneur dilakukan secara online
melalui https://foss.go.id. Laporan NIB yang diterbitkan pada Triwulan
IV Tahun 2023 terdiri dari NIB (Anggota Jakpreneur) sebanyak 10.647
dan NIB (Baru/Non Jakpreneur) sebanyak 269.658, dengan Skala
Usaha (Mikro dan Kecil) dan Tingkat Risiko (Rendah dan Menengah
Rendah), untuk Pelaku Usaha (Perorangan)

2. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (SPPIRT) dilakukan secara online melalui hitps:/foss.go.id.
SPP-IRT yang diproses atau dilakukan pendampingan pada Triwulan
IV Tahun 2023 sebanyak 2.316 (dua ribu tiga ratus enam belas),

3. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam pelaksanaan KSD
melalui Program Pendampingan dan Pendataan Perizinan Berusaha
terhadap UMK dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pelaku
UMK dalam mengurus Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS dan
Sistem Pendukung pelaksanaan Sistem OSS melalui Surat Tugas
Nomor e-0016/KG.11.00 Tanggal 23 Maret 2022,

a. Pendampingan dan Pendataan Perizinan Berusaha dilakukan oleh
Petugas DPMPTSP (PNS/CRO/AJIB) terhadap Pelaku UMK yang
belum atau sudah memiliki Perizinan Berusaha.

b. Pelaksanaan Pendampingan dan Pendataan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud berpedoman pada Standar Operasional
Prosedur (SOP).

4. DPMPTSP Provinsi DKI melalui Surat Keputusan Nomor e-0031 Tahun
2022 tentang Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan Perizinan
Berusaha Berbasis OSS bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil melalui Gerai
Memulai Usaha. Gerai Memulai Usaha tersedia di seluruh Kantor UP.
PMPTSP Kecamatan se Provinsi DKI Jakarta. DPMPTSP Provinsi DKI
Jakarta melalui Gerai Memulai Usaha juga telah melakukan kolaborasi
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha bersama
dengan Instansi/Kementerian seperti Balai Besar POM Jakarta (lzin
Edar), Kanwil Kementerian Agama Jakarta (Sertifikat Halal),
Kementerian Koperasi dan UKM. Kolaborasi Pelayanan bersama ini
diselenggarakan di ruang terbuka publik (seperti RPTRA, Pusat
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Perbelanjaan, Pameran) atau di Kantor UP. PMPTSP Kecamatan. 6.
Pada tanggal 11 September 2023 DPMPTSP Provinsi DK| bersama
dengan Perumda Pasar Jaya telah menandatangani Nota
Kesepahaman Kolaborasi Perizinan dan Non Perizinan serta
Pengembangan Potensi Investasi pada Pasar yang dikelola Perumda
Pasar Jaya. Kegiatan Kolaborasi Perizinan dan Non Perizinan telah
dilaksanakan oleh Perumda Pasar Jaya bekerjasama dengan UP.
PMTSP Kecamatan dan Kelurahan, di 52 lokasi Pasar milik Perumda

Pasar Jaya.

h. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas
pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan
DPMPTSP turut serta dalam pencapaian KSD Peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas
pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan melalui terbitnya
Persetujuan Prinsip dari Gubermnur tentang Pengalihan Kewajiban
Pengembang di Luar lahan Perencanaan untuk Sarana Pendidikan
dengan capaian realisasi sebesar 100%.

i. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital
Capaian realisasi persentase penyelesaian rencana aksi KSD
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan
Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital
sebesar 100%.

j. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas
Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan
Layanan Sanitasi Berkelanjutan
Adapun dukungan DPMPTSP pada target KSD ini adalah terbitnya
Persetujuan Gubernur untuk Pembebasan retribusi IPPJU JSDP Zona 1
dan Terbitnya IPPJU JSDP Zona 1 sebesar 99% adapun tidak tercapai
100 % dikarenakanSKPD teknis terlambat dalam proses pengajuan
permohonan yang berdampak pada terlambatnya proses penerbitan
IPPJU JSDP Zona 1.
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k. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas
Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan
Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Capaian realisasi persentase penyelesaian rencana aksi KSD
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan
Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman sebesar
100% dengan rincian capaian dari KSD ini adalah:

1. Terbitnya Izin Mendirikan Bangunan Pembangunan Rumah Susun
Jagakarsa, Jakarta Selatan (Juni)

2. Terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pembangunan
Rumah Susun Jagakarsa, Jakarta Selatan (Juni). (UPPMPTSP
Kelurahan belum dapat mengeluarkan surat izin penebangan pohon
sebelum adanya hasil rekomendasi teknis dan BAST/Tanda terima
pochon pengganti yang dikeluarkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta).

3. Terbitnya lzin Penebangan Pohon Pelindung pada Pembangunan
Rumah Susun Jagakarsa, Jakarta Selatan (Juni)

4., Tersedianya Dokumen Perizinan Pencanangan Pembangunan (Juli
2023)

5. Tersedianya Dokumen Perizinan Peremajaan Permukiman Kumuh

melalui perbaikan rumah dan PSU

. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata

Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Capaian realisasi persentase penyelesaian rencana aksi KSD
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan
Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 100%.
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